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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan 
terbuka untuk umum. 
 
 
 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Ya, 
sebelumnya mohon maaf persidangan ini ditunda beberapa saat karena 
satu dan lain hal. Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri 
siapa saja yang hadir? 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING 
 

  Terima kasih, Yang Mulia, saya sendiri Andi Liling, S.H. Dan yang 
di sebelah kanan saya, Muhammad Alfatah Alti Putra, S.H., M.H., 
kemudian di kursi pengunjung ada Wakil Bupati Kabupaten Selayar, 
kemudian Komisi I DPRD Kabupaten Selayar yang membidangi hukum 
dan pemerintahan. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Ya, baik. Dari DPR berhalangan hadir karena ada rapat yang tidak 
bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden? 

 
4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 

  Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kementerian Hukum dan 
HAM, saya Ninik Hariwanti, Pak Purwoko, Pak Jaya, dan Ibu Fitri. 
Demikian, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Ya, Mahkamah Konstitusi menerima surat permohonan untuk 
menjadi Pihak Terkait. Ini Kuasanya, ya? Yang hadir? Ya. Ya, Kuasa dari 
Bupati Buton Selatan, ya?  

 
6. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

  Betul, Yang Mulia. 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.37 WIB 
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7. KETUA: ANWAR USMAN 
 
  Terus, ini apakah sudah melalui rapat DPR ... pleno DPR? DPRD-
nya? Enggak tahu, ya?  
 

8. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

  Tidak tahu, Yang Mulia. 
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Oh, ya, baik, nanti di … apa namanya ... belum bisa diterima, ya? 
Nanti akan ini ... nanti dirapatkan dulu ke RPH, ya? Kalau sudah ada ya, 
silakan. Ada rapat pleno DPRD-nya? Untuk maju sebagai Pihak Terkait di 
Mahkamah Konstitusi maksudnya?  
 

10. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

  Oh, untuk rapat pleno memang belum ada, tapi kuasa sudah 
diberikan melalui Ketua DPRD.  
 

11. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Jadi, Kuasa tidak tahu apakah Saudara menerima kuasa dari 
bupati ini, setelah mendapat persetujuan atau rapat pleno dari DPRD? 
Tidak tahu?  

 
12. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

  Kalau kuasa ada dua itu, Yang Mulia. Yang pertama dari 
pemerintah Kabupaten Buton Selatan, itu ditandatangani oleh bupati dan 
wakil bupati. Selanjutnya itu, ada kuasa berikutnya dari Ketua DPRD.  

 
13. KETUA: ANWAR USMAN 

 
  Atas nama ketua DPRD pribadi dalam arti sendiri, tidak melalui 
rapat pleno atau sudah diplenokan?  
 

14. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

  Kalau ketua DPRD, kami belum tahu. 
 

15. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Oh, belum tahu?  
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16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
  Saudara ini ya, Kuasa ya, kami perlu menegaskan, Mahkamah 
karena ini berkaitan nanti dengan standing Saudara, apakah Pihak 
Terkait ini mau bertindak atas nama pemerintah apa itu?  
 

17. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 
 Kalau memang (...) 
 

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Bukan “kalau memang.” Kan, maunya bertindak sebagai Pihak 
Terkait atas nama pemerintah ... pemerintahan daerah kabupaten (...) 
 

19. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

Ya, betul, Yang Mulia.  
 

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, kalau begitu putusan DPRD-nya itu harus melalui putusan 
rapat pleno, bukan hanya ketua. Kalau ketua kan, speaker dia, kan? 
Sebagai juru bicara, dia. Nanti kalau ada anggota DPR yang 
mengatakan, “Ah, kami ndak ikut mengajukan permohonan sebagai 
Pihak Terkait.”   

Itu keterangannya nanti bisa dipersoalkan. Coba nanti dibaca di 
ininya ya, pasti Anda kuasa sudah tahulah putusan-putusan Mahkamah 
Konstitusi, kan? 

 
21. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 

  Baik. 
 

22.  HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Kalau mengenai soal itu. Jadi, nanti tolong dimintakan atau 
ditanyakan dulu kepada ininya, termasuk dalam pemberian kuasa itu 
juga nanti, ya? 
 

23. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO 
 
  Baik. 
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24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Kaitannya ke situ. Kalau nanti misalnya bertindak sendiri-sendiri 
kan, lain lagi urusannya. Tapi kalau bertindak atas nama pemerintahan 
kabupaten … pemerintahan, ya? Pemerintahan kabupaten apa? 
 

25. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

 Buton Selatan.  
 

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Buton Selatan, nah, itu yang dari DPRD-nya itu harus … apa 
namanya ... melalui keputusan-keputusan dari rapat Pleno, gitu, ya? 
Nanti tolong disampaikan kepada pemberi kuasa Saudara!  
 

27. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

 Baik.  
 

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terima kasih, ya.  
 

29. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 
 Terima kasih.  
 

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, saya menambahkan supaya klir ini. Pihak Terkait ini di sini 
kuasanya Iman Ridho dan Ridwan, betul? 
  

31. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

 Betul, Yang Mulia.  
 

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Anda mendapat kuasa dari Agus Feisal dan H. La Ode Arusani? 
 

33. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

 Betul, Yang Mulia.  
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34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Agus Feisal itu, bupati? 
 

35. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 
 Betul.  
 

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 La Ode itu wakil bupati? 
 

37. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, tidak ada DPR di sini, ya?  
 

39. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 
 Ya, itu satu kuasa sendiri. Kemudian, ada satu kuasa DPRD. 
 

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, ini enggak bisa. Ini berarti atas nama apa? Mestinya kan, 
jadi satu. Kalau atas nama pemerintah daerah, harus yang tanda tangan 
bupati dan ketua DPRD. Tapi DPRD-nya harus melalui proses Pleno 
DPRD, ya? Jadi, saya mohon izin, Pak Ketua, supaya Pihak Terkait belum 
bisa mengikuti persidangan di sini. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.  
 

41. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, jadi belum bisa ikut sidang, ya?  
 

42. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 

 Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

43. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan!  
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44. KUASA PIHAK PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN 
 
 Baik, terima kasih.  
 

45. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Nanti konsultasikan lagi ya, ke anu ... di Kepaniteraan tadi ... 
nanti. Ya, silakan! Sedianya agenda persidangan ini untuk mendengar 
keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. DPR berhalangan, ada 
suratnya. Kemudian, dari Kuasa Presiden juga ada surat permintaan 
untuk menunda, ya? 
 

46. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 

 Betul, Yang Mulia. Kami mohonkan untuk ditunda sidang 
berikutnya, kami masih memerlukan waktu untuk koordinasi.  
  

47. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik.  
Oleh karena itu, sidang ini ditunda hari: Selasa, tanggal 10 Mei 

2018, waktu, pukul 11.00 WIB, acara Mendengar Keterangan Presiden 
dan DPR.   
 

48. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 

 Izin, Yang Mulia. Tanggal berapa? 
 

49. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Tanggal ... hari Selasa, tanggal 10 Mei.  
 

50. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 

 Tanggal 10 Mei, hari libur, Yang Mulia, Kamis.  
 

51. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Oh, tanggal merah? Ulangi. Sidang ditunda hari Senin, tanggal 14 
Mei 2018, pukul 11.00 WIB.  
 

52. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 
 Siap, Yang Mulia.  
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53. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR.  
 

54. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI 
 
 Siap, terima kasih, Yang Mulia.  
 

55. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya. Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi? 
 

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING 
 

 Siap, Yang Mulia. Tapi saya ... kami perlu mendengarkan dulu apa 
yang disampaikan oleh Kuasa Presiden dan DPR supaya kami bisa 
mengajukan saksi-saksi terkait dengan pandangan-pandangan beliau. 
Terima kasih, Majelis.  
 

57. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik. Jadi sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, 14 Mei 2018, 
pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ya, Kuasa Presiden? Dengan 
demikian, sidang selesai dan ditutup.   

  
 
 

 
Jakarta, 26 April 2018 
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis 
Persidangan, 
 
 
ttd 
 
 

      Yohana Citra Permatasari 
NIP. 19820529 200604 2 004 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB 
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Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
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